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Nowadays body shaming is rife (insulting body image) among the public, especially on social media, as an effort to guarantee the rights of victims due to body shaming crimes the need for clear legal rules. Considering the legal rules regarding body shaming in Law Number 19 Year 2016 Amendment to Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions (ITE Law) there is a lack of clarity in its regulation which does not mention directly about body shaming, it is necessary to have review of the rules governing body shaming so that it does not cause multiple interpretations in using it. The legal issues in this research are the legal provisions and the application of body shaming criminal acts in terms of the ITE Law. The method used in this study uses normative juridical research methods. Based on the results of the study, the regulation of criminal acts against body image can be referred to using Article 45 paragraph (3) of the ITE Law if the crime is committed through social media, if viewed from the characteristics of body shaming that has fulfilled the objective and subjective elements of the article. , so that body shaming can be said to be a criminal offense of mild humiliation of body image.
Abstrak
Saat ini marak terjadi body shaming (penghinaan terhadap citra tubuh) di kalangan masyarakat khususnya dimedia sosial, sebagai upaya untuk menjamin hak-hak para korban akibat tindak pidana body shaming perlu adanya aturan hukum yang jelas. Mengingat aturan hukum mengenai body shaming di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat ketidak jelasan dalam pengaturannya yang tidak menyebutkan secara langsung tentang body shaming, maka perlu adanya pengkajian atas aturan yang mengatur tentang body shaming sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam menggunakannya. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum dan penerapan hukum tindak pidana body shaming yang ditinjau dari UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh dapat dirujuk menggunakan Pasal 45 ayat (3) UU ITE apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui media sosial, jika dilihat dari ciri-ciri body shaming yang telah memenuhi unsur-unsur obyektif maupun subyektif dari pasal tersebut, sehingga body shaming dapat dikatakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh.
PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul
Berkembangnya teknologi belakangan ini dapat dilihat dari perkembangan kecanggihan sistem telekomunikasi dan informasin dari waktu-waktu sebelumnya. Penggunaan teknologi oleh masyarakat umun juga meningkat pesat sehingga berbagai informasi dapat diketahui dengan mudah walau berada dalam jarak yang jauh, sehingga kondisi ini merupakan awal mula berkembangnya dunia maya sebagai salah satu pusat informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan teknolgi ini secara positif maupun negatif. Hal ini dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan adanya borderless informasi. “Teknologi yang terus menerus mengalami perkembangan memudahkan masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain tanpa harus bertatap muka”.​[1]​ 
Internet menjadi hal yang wajib bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi. Internet membuka dan memudahkan pertukaran informasi dan data dilakukan dalam jarak yang jauh, secara tepat, cepat, dan dengan biaya yang tidak mahal. Namun keberadaan Internet tersebutlah yang kemudian memudahkan adanya kejahatan menggunakan teknologi informasi atau biasa kita sebut dengan cybercrime seperti tindak pidana body shaming, pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU ITE) dirancang dan disahkan sebagai salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kasus-kasus cybercrime yang terjadi pada saat ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infromasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Adanya globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga UU ITE ini diadakan dengan tujuan untuk mengatur teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar dalam skala nasional sebagai salah satu bentuk upaya mencerdaskan bangsa”.​[2]​
Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi adalah munculnya media sosial yang dengan karakteristik yang dimiliki telah banyak digunakan oleh media massa, baik di media massa konvensional, elektronik, dan tidak jarang media massa konvensional untuk menjaring opini pemirsa atau pembaca. 
“Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak didunia, berbagai kalangan usia masyarakat Indonesia Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social yang bekerjasama dengan Hootsuite, menyebutkan bahwa ada 130 juta orang Indonesia yang terbilang aktif di media sosial (medsos),  fakta lainnya orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu untuk berselancar di internet dengan berbagai perangkat hingga delapan jam 51 menit, sementara rata-rata berkecimpung di medsos dengan berbagai perangkat hingga tiga jam 23 menit”.​[3]​  

Seiring dengan perkembangan media sosial dan internet yang menyebabkan semua informasi semakin mudah diakses, kondisi ini menyebabkan manusia semakin mudah dipengaruhi oleh iklan yang membahas tentang penilaian tubuh ideal masyarakat. Penilaian tubuh ideal ini menyebabkan individu banyak mengalami body shaming. Semakin banyak pula tindak pidana body shaming yang terjadi seperti belakangan ini di kalangan masyarakat. tindak pidana body shaming yakni di media sosial digunakan sebagai media oleh salah seorang penggunanya untuk mencela atau menghina fisik seseorang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. “Istilah body shaming bila merujuk pada Oxford Living Dictionaries  bisa didefinisikan sebagai bentuk tindakan mengejek atau menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang”.​[4]​ 
Tindak pidana body shaming ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa “Pasal 45 ayat (3) tersebut merupakan lex spesialis dari KUHP karena mengatur kaidah hukum baru, yaitu mengatur tentang pencemaran nama baik dengan media internet sehingga Pasal 45 ayat (3) mengacu kepada unsur-unsur penghinaan/pencemaran nama baik pada KUHP dengan tambahan sarana internet sebagai medianya”.​[5]​
Body shaming sedang marak terjadi di indonesia saat ini dan fenomena ini bukanlah fenomena yang baru. ”Sejak tahun 2018  Polri mengungkap ada 966 kasus body shaming alias ejekan rupa fisik di seluruh Indonesia, dari jumlah kasus tersebut 374 kasus sudah diselesaikan”.​[6]​ Body shaming adalah salah satu perbuatan mencela yang melanggar norma kesusilaan seseorang, misal seseorang mengedit foto seorang perempuan gendut menjadi kurus lalu diupload melalui media sosial sebagai bahan candaan. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE.
Selanjutnya hal tersebut dipertegas dengan pendapat :
“Edmon Makarim (Pakar Hukum Telematika Fakultas Hukum UI), mengatakan bahwa pembuatan UU ITE mengakomodasi ketentuan pemidanaan dari Convention on Cybercrime (CoC). Pada dasarnya cybercrime berbicara mengenai computer as a tools (komputer sebagai alat/sarana perbuatan kejahatan) dan computer as a target (komputer sebagai sasaran perbuatan kejahatan). Sedangkan dalam konteks komputer sebagai sarana, cybercrime sebenarnya mencakup tindakan kejahatan yang telah ada sebelumnya. Misalnya pornografi anak, pelanggaran hak cipta, dan lainnya. Pada dasarnya CoC membicarakan tentang pengumuman/pendistribusian konten ilegal yang batasan normatifnya kembali kepada kaidah-kaidah hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Sedangkan dalam konteks komputer sebagai sasaran, maka yang dibicarakan adalah kriminalisasi tindakan yang belum ada dalam ketentuan atau kaidah hukum pidana sebelumnya. Misalnya akses ilegal, penyadapan ilegal,  data interference, system interference, dan penyalahgunaan alat atau perangkat tertentu. Artinya, perbuatan body shaming di internet bisa saja dipidana apabila memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan yang telah ada sebelumnya. Meskipun perlu dicatat bahwa terdapat elemen dasar penentuan adanya tindakan kejahatan tersebut, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak. Maksudnya adalah semata-mata bertujuan melawan hukum. Demikian pula halnya dengan sifat deliknya. Perbuatan yang telah diatur sebagai delik aduan maka dalam ranah cybercrime tetap merupakan delik aduan”.​[7]​

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul tentang “Tinjauan Terhadap Pelaku Body Shaming Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perbuahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul diatas yang disampaikan oleh penulis, adapun perumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut :
1.	Bagaimana ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana body shaming didalam media sosial ?
2.	Bagaimana penerapan Pasal 45 ayat (3) UU ITE terhadap pelaku tindak pidana body shaming ?
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun maksud dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : Untuk mengangkat mengenai ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana body shaming dalam media sosial dan bagaimana penerapan pasal tersebut terhadap pelaku tindak pidana body shaming
Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1.	Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pelaku body shaming didalam media sosial.
2.	Untuk mengetahui penerapan Pasal 45 ayat (3) UU ITE terhadap .tindak pidana body shaming.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.	Ketentuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Body Shaming Didalam Media Sosial
Body shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. Perbuatan body shaming dapat dikategorikan kedalam tindak pidana yaitu penghinaan ringan. Perbuatan body shaming yang dilakukan didalam media sosial termasuk kedalam cybercrime dikarenakan pelakunya memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet yang artinya perbuatan body shaming dimedia sosial termasuk kedalam tindak pidana khusus. 
Ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) di media sosial terdapat pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE.  Pasal 45 UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur content-related offences yaitu tindak pidana yang memiliki muatan tindak pidana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), Perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal  310,311, dan 315 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam pasal 45 UU ITE pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.
Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Kata penghinaan ringan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 315 KUHP di terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu eenvoudige belediging yang artinya biasa akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti ringan. Pasal 45 ayat (3) UU ITE belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Pasal tersebut masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan/pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja yang dilakukan oleh seseorang. Pasal ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan khususnya penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming), atau dengan kata lain pasal yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. 
Pada dasarnya UU ITE mengakomodir ketentuan pemidanaan dari cyber crime, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan cyber sebagai sarananya. Berdasarkan bunyi Pasal dari Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menyatakan :
Dalam rumusan pasal tersebut ditujukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacu KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun di dalam KUHP hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam pasal – pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming).
Berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE jika ditelaah sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau body shaming secara eksplisit, yang ada hanya klausul penghinaan /pencemaran nama baik yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan, yang mana jika dilihat dari ciri-ciri body shaming sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Demikian Pasal tersebut sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) apabila perbuatan tersebut dilakukan  melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.
Perlu digaris bawahi unsur “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”,“mentransmisikan” dalam pasal ini berkaitan dengan unsur di muka umum dalam KUHP. Ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, maka diharapkan para penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang saat melakukan penindakan terhadap cyber crime. Akan tetapi terkait pemahaman Pasal tersebut, pada dasarnya penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming) dimedia sosial dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan Pasal, 310, Pasal 311 Pasal 315 KUHP.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara materil, ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana body shaming atau bisa disebutkan penghinaan terhadap citra tubuh dimedia sosial dapat dipidanakan dengan  ketentuan hukum yang berlaku yaitu  Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
A.	Penerapan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Body Shaming

Body shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya termasuk dalam penghinaan ringan. Perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) selain dilakukan secara verbal dan spotan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut aneh, kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut. Penghinaan citra tubuh (body shaming) semacam itu juga dikategorikan ke dalam kejahatan cybercrime yang secara khusus pelaku body shaming yang melakukan perbuatannya tersebut akan dijerat dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 Tetapi didalam UU ITE tidak diatur mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, oleh karena itu, dalam penerapan Pasal diatas harus menggunakan penafsiran sistematik dan oleh karenanya penerapan ketentuan tersebut menunjuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Demikian pula pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP kedalam Undang-undang baru karena ada unsur tambahan khusus yaitu perkembangan dibidang elektronik atau siber. Penfasiran norma dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam bab XVI tentang penghinaan dalam Pasal 310, 311, dan 315 KUHP.
Ditafsirkan secara sempit didalam KUHP tidak ada tindak pidana penghinaan. Penghinaan bukan jenis tindak pidana melainkan kualifikasi dari sekelompok tindak pidana yang mempunyai sifat yang sama, dimuat dalam XVI Buku II KUHP. Sifat yang sama ialah, semua bentuk penghinaan bersifat menghina, memalukan, orang lain, yang dapat melahirkan perasaan amarah, jengkel, sakit hati dendam, dan lain-lain, yang semuanya itu merupakan penderitaan batiniah bagi yang dituju. Karena memiliki kesamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi didalam jenis-jenis penghinaan tersebut. Berdasarkan alasan itu, maka orang bisa saja berpendapat bahwa Pasal 45 ayat (3) UU ITE hanyalah mengenai hal pencemaran nama baik saja.
Penafsiran secara luas mengenai istilah penghinaan harus diartikan sebagai penghinaan dalam arti genus, terhadap setiap perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik orang. Perbuatan yang mengandung sifat penghinaan dalam arti genus, terdapat dalam segala bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP. Menurut konsepsi KUHP istilah penghinaan adalah nama kelompok jenis-jenis tindak pidana yang didasarkan pada perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang sama. Suatu kepentingan hukum mengenai tegaknya martabat kehormatan dan martabat nama baik orang pribadi. Bertujuan agar dapat dicapai dan terjaganya kedamaian dan ketenteraman batin orang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dari perbuatan orang lain yang membuat perasaan malu, tidak nyaman, tersinggung, tercemar, terhina, yang semua itu melahirkan perasaan tidak senang, kebencian, tidak puas, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang. Kata penghinaan tersebut hendaknya diartikan yang sama dengan arti (bentuk-bentuk) penghinaan.
Dari kedua penafsiran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terhadap  semua kasus penghinaan yang bersesuaian dengan jenis-jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP, yaitu Pencemaran (Pasal 310), Fitnah (Pasal 311), Penghinaan ringan (Pasal 315), Pengaduan fitnah (Pasal 317), Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318), Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal (Pasal 320 dan 321).
Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310, 311, dan 315 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut dan juga harus diberlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal tersebut dikualifikasikan sebagai delik aduan. Perlu dibahas pada topik ini bahwa banyak pihak menganggap Pasal tersebut merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis.
Pertama, secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Kedua, dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sedangkan, konteks memiliki peran untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan) konten. Untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi. Selain itu sebelum adanya perubahan UU ITE perlu diketahui bahwa mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan sebagai delik aduan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
Jadi berdasarkan uraian diatas, Pasal 45 ayat (3) UU ITE dapat diterapkan oleh penegak hukum untuk menindak pelaku tindak pidana body shaming jika korban perbuatan tersebut merasa dirugikan dan menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Adapun proses penerapannya adalah dengan menyampaikan pengaduan sesuai dengan Pasal 1 ayat (25) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Kepolisian Republik Indonesia atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, kemudian penyidik dari kepolisian menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Apabila penyidik menemukan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik dapat menetapkan tersangka pelaku tindak pidana body shaming dan melimpahkan kepada penuntut umum pada kejaksaan setempat. Penuntut umum pada kejaksaan tersebut memeriksa dan meneliti berkas perkara apakah sudah lengkap atau belum, apabila sudah lengkap tersangka beserta alat bukti dilimpahkan penuntut umum kepada pengadilan untuk ditetapkan majelis hakim oleh ketua pengadilan, dan perkara tindak pidana body shaming akan disidangkan melalui pengadilan negeri tersebut. 
P E N U T U P
A.	Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.	Ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) di media sosial terdapat pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh body shaming dari UU ITE memang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai body shaming, yang ada hanya klausul penghinaan/pencemaran nama baik. Ruang lingkup delik Pasal 45 Ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. Body shaming termasuk tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Bahwa Pasal 45 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk pelaku tindak pidana body shaming apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik.
2.	Penerapan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaski Elektronik terhadap pelaku tindak pidana body shaming sudah sesuai jika korban dari perbuatan body shaming tersebut merasa dirugikan dan mengadukan kepada pihak yang berwenang. Namun pada penerapannya masih menimbulkan multitafsir dari para ahli hukum karena tidak adanya kejelasan tindak pidana body shaming didalam UU ITE.

B.	Saran 
1.	Demi mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat khususnya dalam kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) ini sebaiknya pemerintah maupun aparat penegak hukum dapat diperluas lagi dan membuatkan pengaturan yang spesifik di dalam UU ITE . Adanya ketentuan hukum yang jelas guna mempermudah pembuktian kejahatan apabila terdapat kasus body shaming. Selain itu jika pengaturan sudah jelas, pelaku dapat diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka diharapkan mampu untuk mengurangi tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) ini.
2.	Diharapkan penerapan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang tindak pidana body shaming dapat lebih dipertegas lagi maksud dari penghinaan dan pencemaran nama baik itu sendiri , agar tidak menimbulkan multitafsir dari berbagai pihak sehingga dapat menjadi penunjang dalam pembuktian dan pemberian sanksi terhadap pelaku body shaming. Penegak hukum juga diharapkan lebih berhati-hati dalam memproses pengaduan tindak pidana body shaming dan harus benar-benar dapat membuktikan siapa yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana body shaming, karena bisa jadi memang benar akun media sosial terduga pelaku yang melakukan tindaka body shaming tetapi ternyata media sosial pelaku di hack oleh seseorang atau handphone pelaku hilang / dicuri lalu digunakan oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana body shaming melalui media sosial milik terduga pelaku.
DAFTAR PUSTAKA
A.	Buku Bacaan
Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H., 2018, Pidana Pemberitaan Media Sosial, Penerbit Setara Pers, Malang.

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing

Niniek Suparni, 2009, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rocky Marbun, S.H., M.H. dkk, 2012, Kamus Hukum Lengkap, Jakarta Selatan: Transmedia Pusaka.

Panduan Penulisan Hukum, 2008, Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

B.	Peraturan Perundang - Undangan.
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Sinar Grafika, Jakarta.














^1	 Niniek Suparni, 2009, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.
^2	 Bagian Konsideran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
^3	 https://inet.detik.com/cyberlife/d3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-di-medsos dia kses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 22.17 Wita 
^4	 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming-melanggar -uu-ite-simak-pendapat-para-ahli diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 23.30 Wita
^5	  Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H., 2018, Pidana Pemberitaan Media Sosial, Penerbit Setara Pers, Malang, hal. 166.
^6	 http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/29/tahun-ini-ada-966-kasus-body-shaming-di indonesi a-374-perkara-sudah-diselesaikan-polisi diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 00.21 Wita
^7	 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming-melanggar -uu-ite-simak-pendapat-para-ahli diakses pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 22.28 Wita
